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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu dari tujuan suatu Negara Indonesia yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan tersebut haruslah dapat dicapai. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, oleh karena itu pemerintah pusat melakukan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur sendiri masyarakat didaerahnya masing-masing dimana sistem ini lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Menurut Undang - undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 angka 6 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini juga dilakukan agar kesejahteraan yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian orang saja yang merasakan kesejahteraan. Namun tujuan utama dari dilakukannya sistem otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (Publik Service) serta memajukan Perekonomian daerah ( UU no 32 Tahun 2004 ).

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Otonomi daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan desentraliasasi yang mana untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini untuk dapat menciptakan proses dalam pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain adanya kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, maka dapat di harapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyrakat dapat lebih tercapai.
Salah satu bentuk dari desentraliasi adalah desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Desentraliasi fiskal merupakan pemberian kewenangan dari pusat kepala daerah untuk mengatur sendiri keuangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dengan efisien dan efektif. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka pemerintah harus mendapatkan dukungan berupa sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun subsidi dari Pemerintah Pusat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini bukanlah konsep baru di Negara Indonesia. Realitanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Mauro, 2001). Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan Penerapan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No.23 Tahun 2014 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan atau dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Seluruh  sumber pendanaan ini memiliki kontribusi masing-masing bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran belanja.

Diberlakukannya desentralisasi fiskal membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai potensi daerah yang dimiliki karena semakin tinggi PAD, semakin banyak kebutuhan yang dapat dibiayai oleh PAD. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Pada akhirnya, kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer (Adisasmita 2011). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal horisontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Hal ini diharapkan agar kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi.
Fenomena utama dalam penelitian ini adalah flypaper effect, yaitu perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung dari sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (dana alokasi umum). Besarnya kebutuhan belanja daerah yang juga semakin meningkat tidak memungkinkan beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk hanya mengandalkan PAD semata. Pada akhirnya dana transfer berupa DAU akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, di samping penggunaan PAD. Fenomena ini dikenal dengan flypaper Effect. flypaper Effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah mengeluarkan belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diproksikan dengan PAD.

Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang menyebabkan terjadinya flypaper effect atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU  terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi.2008:3). Pada tabel 1.1 menunjukkan gambaran besaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 periode tahun terakhir.
Tabel 1.1
Realiasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Tahun 2016 ( Ribu Rupiah )
	No
	Kabupaten / Kota
	Pendapatan Asli Daerah
	Dana Alokasi Umum

	1
	Kab. Lahat
	  Rp. 184.972.794.851
	  Rp.   703.887.513.000

	2
	Kab. Musi Banyuasin
	  Rp. 169.012.416.526
	  Rp.   324.837.504.000 

	3
	Kab. Musi Rawas
	  Rp.   96.743.870.855
	  Rp.   641.789.648.000

	4
	Kab. Muara Enim
	  Rp. 150.912.522.963
	  Rp.   673.162.366.000

	5
	Kab. OKI
	  Rp.108.992.378.485
	  Rp.1.049.995.034.000

	6
	Kab. OKU
	  Rp.  87.578.643.416
	  Rp.   635.551.932.000

	7
	Kota Palembang
	  Rp. 781.413.947.765
	  Rp.1.292.124.896.000

	8
	Kota Prabumulih
	  Rp.  86.253.193.267
	  Rp.   414.173.572.000

	9
	Kota Pagaralam
	  Rp.  51.113.017.420
	  Rp.   390.188.364.000

	10
	Kab. Banyuasin
	  Rp. 104.218.245.467
	  Rp.   930.550.856.000

	11
	Kab. Ogan Ilir
	  Rp. 109.762.617.128
	  Rp.   623.839.463.000

	12
	Kab. Oku Timur
	  Rp.   69.357.438.647
	  Rp.   760.211.691.000

	13
	Kab. Oku Selatan
	  Rp.   35.696.934.794
	  Rp.   588.216.178.000

	14
	Kab. Empat Lawang
	  Rp.  22.347.811.179
	  Rp.   416.952.841.000

	15
	Kota Lubuk Linggau
	  Rp.  75.797.426.519
	  Rp.   446.789.308.000


Sumber : https://www.bps.go.id ( diolah ), 2018
Dari tabel terlihat bahwa jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan sangatlah besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini akan memberikan dampak dimana pemerintah daerah akan merespon belanja daerah lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerah. Hal ini akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam hal pembiayaan pengeluaran daerah. Dari data diatas akan mengakibatkan terjadinya flypaper effect akibat dari fluktuasi yang terjadi pada anggaran tersebut.
Berdasarkan penelitian oleh Maimunah (2006) yang meneliti di kabupaten/kota di pulau Sumatera memperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut berarti terjadi flypaper effect. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja lebih besar daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang diterima. Hasil penelitian Maimunah (2006) juga menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD nya rendah maupun daerah yang PAD nya tinggi di kabupaten/kota pulau Sumatera. Keadaan ini menimbulkan kemampuan keuangan yang berbeda-beda antar daerah. Maka peneliti tertarik untuk turut memberikan kontribusi empiris tentang terjadinya fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan sampel daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dengan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah Pemerintah  kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hal ini dikarenakan bahwa kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu maka penulis ingin meneliti tentang “ Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ”
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:
1. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial ?

2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara parsial ?

3. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara simultan ?
4. Apakah terjadi Flypaper effect  dalam periode 2012-2016 pada kabupaten / kota di Sumatera Selatan ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka batasan masalah yang di ajukan agar lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti hanya membatasi masalah mengenai flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kabupaten / Kota yang menjadi sampel penelitian ini adalah 15 Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhahap Belanja Daerah ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhahap Belanja Daerah ?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhahap Belanja Daerah?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya Flypaper effect  dalam periode 2012-2016 pada kabupaten / kota di Sumatera Selatan 
1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi empiris

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan adanya flypaper effect yang terjadi dalam transfer dana DAU dan PAD terhadap Belanja daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. Kontribusi kebijakan

Untuk memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah

dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan

dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

3. Kontribusi teori

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III
METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil  penelitian.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian.
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